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Abstrak : Hubungan kewenangan antara Majelis Rakyat Papua dengan 
Dewan Perwakilan Rakyat Papua secara umum diliputi oleh dua pengaruh 
sekaligus, yaitu pengaruh internal hubungan antara kedua lembaga 
disamping pengaruh dari faktor-faktor yang mempengaruhi hukum yang 
dalam tulisan ini disebut sebagai faktor universal. Faktor internal meliputi 
hubungan antar lembaga, komunikasi politik, sumber daya manusia, dan 
masalah persepsional tentang eksistensi Majelis rakyat Papua. Faktor 
universal, yaitu aspek sosial budaya, politik, dan ekonomi.  
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PENDAHULUAN 
Majelis Rakyat Papua (MRP) dan Dewan Perwakilan Rakyat Papua 
(DPRD) semestinya dapat berperan dan berfungsi secara optimal untuk 
melaksanakan secara sungguh-sungguh tahapan memperjuangkan 
pengakomodasian kepentingan rakyat, karena sebagai lembaga perwakilan 
rakyat pada tingkat tertentu tidak perlu menunggu dan mendapat gubernur 
atau pemerintah pusat dalam memperjuangkan pengakomodasian 
kepentingan rakyat Papua. MRP dan DPRP harus lebih aktif dan selalu siap 
merespon dan mengakomodir aspirasi dan kehendak rakyat baik orang asli 
Papua maupun rakyat Papua secara keseluruhan. Menurut Sarundajang3; 
 
1Dosen Pascasarjana Program Magister Hukum Universitas Yapis Papua  
2 Dosen Fakultas Hukum Universitas Cenderawasih 
3 Sarundajang, 2002, Pemerintahan Daerah di Berbagai Negara, Cetakan II, 
Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, Hal. 20.   
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peluang untuk berhubungan secara langsung dengan warga masyarakatnya, 
memungkinkan pemimpin daerah memperoleh pemahaman yang lebih 
spesifik mengenai kebutuhan daerah, disamping fleksibilitas yang lebih tinggi 
dalam pengendalian sumber data, pengalokasian fasilitas, dan partisipasi 
masyarakat. 
Komunikasi politik maupun komunikasi budaya antar MRP dan DPRP 
perlu terur dibangun. Hal ini penting mengingat masih adanya perbedaan 
persepsi tengtang tugas dan wewenang MRP sebagaimana tertuang dalam 
Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Rakyat 
Papua. Secara umum perbedaan tersebut dilatari oleh pemahaman bahwa 
apakah MRP merupakan lembaga kultural (budaya) ataukah lembaga politik, 
atau lembaga budaya sekaligus lembaga politik. Perbedaan persepsi tersebut 
berpotensi menimbulkan disharmonis antara kedua lembaga. Untuk mengurai 
benang kusut tersebut, maka komunikasi antar lembaga merupakan salah 
satu solusinya. 
MRP dan DPRP harus memiliki sumber daya manusia yang 
profesional, dapat diandalkan dalam kegiatan organisasi secara keseluruhan 
(sistemik). Dengan demikian, kedua lembaga dalam menjalankan fungsi dan 
kewenangannya dapat beradaptasi dengan dinamika perkembangan nasional 
maupun global. Hal ini mengingat rakyat Papua yang diwakilinya baik orang 
Papua asli maupun rakyat Papua pada umumnya merupakan sub-sitem dari 
sistem nasional. 
Aspek sosial, politik, budaya sebagai sumber hukum (causamaterialis) 
antara lain merupakan faktor-faktor yang senantiasa mempengaruhi 
bekerjanya hukum. Hubungan kewenangan antara MRP dan DPRP yang 
didasarkan pada UU Otonomi Khusus Papua, dalam implementasinya 
dipengaruhi oleh faktor-faktor yang mempengaruhi bekerjanya hukum 
tersebut. Berbagai fenomena yang mewarnai kehidupan publik terutama 
orang asli Papua membutuhkan respon segera MRP sebagai representasi 
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kultural orang asli Papua dan DPRP sebagai lembaga perwakilan rakyat 
Papua pada umumnya. 
 
 
PEMBAHASAN DAN ANALISA 
 
Aspek Internal Hubungan Antar Lembaga Majelis Rakyat Papua dan 
Dewan perwakilan Rakyat Papua 
a. Komunikasi 
1) Komunikasi Antar Lembaga  
Pembahasan tentang faktor komunikasi antar lembaga MRP dan 
DPRP, maka konsep komunikasi yang digunakan adalah komunikasi 
politik. Argumennya, DPRP merupakan lembaga politik. Di sisi lain, 
walaupun secara yuridis berdasarkan Pasal 1 huruf g UU Otsus 
Papua, MRP disebut sebagai “representasi kultural”, namun dari aspek 
sejarah (historis) pembentukan MRP dilatari oleh pergumulan politik 
lokal di Papua. Hal tersebut diperkuat pula dengan adanya 
kewenangan memberi “pertimbangan dan persetujuan” terhadap 
rancangan Perdasus sebagai produk politik daerah, maka praktis MRP 
dapat pula disebut sebagai lembaga politik. 
Sacara konseptual, komunikasi politik yang terbangun antara 
MRP dan DPRP adalah pembicaraan untuk mempengaruhi dalam 
kehidupan berpemerintahan dari perspektif badan perwakilan di 
Provinsi Papua dan pembicaraan itu akan berefek kepada masyarakat 
terutama masyarakat asli Papua. Komunikasi politik dapat juga 
merupakan seni dalam mendesain apa yang mungkin (art of possible) 
dan besar kemungkinan untuk mendesain yang tidak mungkin menjadi 
mungkin (art of impossible).   
Keseluruhan proses komunikasi politik dapat dinyatakan sebagai 
“membicarakan tentang sesuatu yang di dalamnya memuat tentang 
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unsur-unsur komunikasi seperti adanya komunikator (MRP dan 
DPRP), pesan yang disampaikan, komunikan (masyarakat terutama 
masyarakat asli Papua), saluran yang digunakan dan umpan balik 
yang diinginkan”. 
2) Citra Politik dan Opini Publik 
Komunikasi politik antara MRP dan DPRP sepanjang 
penelusuran penulis, masih terjadi pencapuradukan antara urusan 
lembaga dengan urusan perseorangan (individu). Suatu permasalahan 
yang semestinya diselesaikan atau menjadi ranah dan kewenangan 
lembaga, kemudian diselesaikan secara personal. Hal tersebut 
ditandai misalnya dengan adanya Peraturan daerah Khusus 
(Perdasus) tertentu yang tidak mendapat pertimbangan dan 
persetujuan MRP namun proses legislasi berlangsung terus hingga 
penetapan Perdasus. Semestinya, pelanggaran prosedur tersebut 
diselesaikan antar lembaga namun kemudian diselesaikan secara 
personal di antara pimpinan masing-masing lembaga.  
Tipe komunikasi antar personal yang dilatari oleh spirit sub-etnis 
berdasarkan daerah asal pimpina tersebut, secara internal 
menimbulkan ketidakpuasan bagi anggota (khususnya MRP) yang 
berasal dari daerah (sub-etnis) lain. Hal ini dalam tataran issu, jika 
tidak dikomunikasikan dengan baik, maka akan sampai ke ranah 
publik dan akan berdampak pada citra kedua lembaga. Hal tersebut 
mengingat, salah satu tujuan komunikasi politik yaitu membentuk citra 
politik yang baik pada masyarakat atau khalayak dengan cara 
menumbuhkan persepsi dan opini yang baik kepada khalayak baik 
secara langsung maupun tidak langsung. Dikatakan  memiliki efek 
tidak langsung karena komunikasi bisa sampai kepada khalayak 
melalui media sosial dan media massa yang bekerja menyampaikan 
pesan politik yang aktual,  sehingga dapat dikatakan bahwa citra politik 
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dalam paradigma mekanistik yang dipahami sebagai suatu kesan yang 
melekat pada benak khalayak individu maupun kelompok.  
Citra MRP dan DPRP yang melekat pada khalayak/masyarakat, 
tergantung dari berbagai faktor. Salah satunya adalah produk legislasi 
daerah termasuk Perdasus. Citra itu sendiri melekat dan tinggal pada 
benak khalayak akan berbeda-beda pada setiap individu dan yang 
lebih penting lagi adalah citra yang tertanam dapat berbeda dengan 
realita yang sesungguhnya. Artinya, citra terbentuk dalam perspektif 
khalayak itu tidak selalu persis seperti kondisi empirik di lapangan.  
Citra kedua lembaga terutama MRP sejak awal berdirinya 
hingga kini masih melekat, bahwa MRP merupakan sebuh lembaga 
yang belum mampu mengemban aspirasi dan harapan masyarakt asli 
Papua. Idiologi politik lokal (etnisitas) merupakan salah satu energi 
yang mendorong aspirasi masyarakat. Hal tersebut kemudian 
mengalami paradog (pertentangan) dengan norma dasar berbangsa 
dan bernegara yang secara idiologis, konstitusional, dan normatif 
harus dianut dan dijadikan acuan oleh MRP dan DPRP dalam 
perumusan setiap kebijakan termasuk dalam pembentukan Perdasus.     
Disamping citra politik, komunikasi politik juga bertujuan 
membentuk opini publik serta mendorong terbentuknya partisipasi 
politik, bahkan dapat dikatakan bahwa citra dan opini merupakan satu 
kesatuan yang sulit dipisahkan karena keduanya adalah bagian 
penting dari komunikasi. Berdasarkan asumsi ini dan didasarkan pada 
citra MRP dan DPRP sebagaimana disebutkan di atas, maka tingkat 
partisipasi politikpun akan rendah. Akibatnya, masyarakat  kemudian 
mengartikulasi otonomi khusus cenderung secara subyektif. Kemauan 
dan kepentingan pribadi dan atau golongan secara empiris kerap kali 
dijumpai dengan menggunakan issu Otsus sebagai alat justifikasi.  
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Mencermati berbagai Perdasus yang telah ditetapkan, mestinya 
telah dapat dijadikan rujuan normatif namun kurangnya sosialisasi, 
akhirnya berdampak pada opini publik. Opini publik pada umumnya 
terbentuk oleh peranan media massa baik media cetak, radio, televisi 
maupun media sosial. Kesemua media tersebut dapat 
menghubungkan MRP maupun DPRP dengan masyarakat. Dengan 
demikian secara bertahap diharapkan akan membawa perubahan 
opini kearah positif kepada kedua lembaga tersebut. Hal ini penting 
mengingat  opini sebagai dimensi penting dalam kehidupan 
perpolitikan. 
Secara ideal, MRP maupun DPRP seyogyanya memperoleh 
dukungan opini publik atau minimal opini publik tidak menentangnya 
untuk mempertahankan eksistensinya sebagai lembaga 
perwakilan/representasi masyarat. Pernyataan ini dapat dimaknai 
sebagai himbauan bagi MRP maupun DPRP agar mendapat dukungan 
dari masyarakat terutama masyarakat asli Papua.  
b. Sumber Daya Manusia 
Kapabilitas SDM merupakan elemen utama sekaligus sebagai kunci 
penentu keberhasilan pelaksanaan Otsus Papua. Kualitas Produk hukum 
daerah (Perdasus dan Perdasi) sangat ditentukan oleh kapabilitas/kualitas 
pembuatnya. Dalam hal ini DPRP, Gubernur dan MRP. Secara personal 
dilatari oleh latar belakang pendidikan dan pengalaman kerja, motivasi 
dan persepsi masing-masing individu yang berada pada ketiga lembaga 
tersebut. Berdasarkan hasil penelusuran penulis, ternyata salah satu hal 
yang menjadi kendala bagi MRP maupun DPRP dalam pelaksanaan 
tugas dan wewenangnya dalam hal pembentukan produk hukum daerah 
pada umumnya dan khususnya Perdasus adalah faktor kapabilitas para 
anggota. Di samping itu, faktor motivasi kerja dan persepsi serta latar 
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belakang sosial budaya masing-masing anggota juga menjadi faktor yang 
ikut mempengaruhi pada proses legislasi daerah.  
Hal tersebut di atas, terutama ditemui dalam lembaga MRP. 
Sebagaimana dikemukakan oleh beberapa anggota MRP seperti George 
Awi dan Joram Wambrauw, bahwa  kendala yang dihadapi secara 
internal, terkait dengan pemahaman anggota MRP terhadap kedudukan, 
tugas dan wewenang serta hak dan kewajiban MRP. Dengan berbagai 
latar belakang pendidikan dan lain-lain yang berbeda mempengaruhi 
pelaksanaan tugas dan peran MRP. Berbagai tantangan yang dihadapi 
oleh masyarakat asli Papua dan MRP sebagai lembaga representasi dari 
masyarakat asli Papua tersebut mestinya mendorong para anggota untuk 
dapat meresponnya. Untuk itu salah satu syaratnya adalah meningkatkan 
kapasitas dan integritas setiap anggota MRP itu sendiri.  
Anggota MRP, Agus Alue (dalam; Joram Wambrauw) 4 , kalau 
dikelompokkan ada tiga klasifikasi, yaitu (a) kelompok yang mengerti 
betul; (b) kelompok yang mengerti tetapi setengah-setengah; dan (c) 
kelompok yang sama sekali tidak paham. Dalam penjelasan Alue, bagi 
kelompok yang kedua ini, maka kalau ada tugas atau kegiatan, harus 
dipastikan telah ada “uang” (biaya), jika tidak ada biaya, tidak perlu 
melaksanakan tugas. Sedangkan bagi kelompok ketiga yang tidak paham 
sama sekali, yang ada di dalam pikiran mereka hanya fasilitas (uang, 
mobil, rumah), ketersediaan fasilitas ini yang menjadi orientasi kerja 
mereka. 
Pandangan yang sama namun dari perspektif yang berbeda datang 
dari Weynand Watory (anggota DPRP) 5 , mengenai kapasitas anggota 
 
4 Joram Wambrauw, 2015,  Fungsi Majelis Rakyat Papua dalam Pembentukan 
Produk Hukum Daerah Menurut UU No. 21 tahun 2001 Disertasi, Program Pascasarjana 
Fakultas Hukum, Universitas Gajah Mada, Yogyakarta, hal. 282. 
5 Ibid. 
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MRP, mengemukakan bahwa masalah lain yang dihadapi MRP adalah 
terkait SDM (sumber daya manusia) anggota MRP. Secara teorik, MRP 
mempunyai posisi strategis dan sentral yang menentukan dalam 
pelaksanaan Otonomi Khusus Papua. Karena itu MRP “ditakuti:, tapi 
ternyata SDM nya lemah. Menurut Watory, sama dengan DPRP, 
nomenklaturnya begitu baik, tetapi anggota DPRP, kualitas SDM nya 
lemah. Hal ini dapat ditujukan dengan fakta, bahwa hanya orang (orang-
orang) tertentu yang bekerja, sedangkan yang lainnya, tidak bekerja, 
karena kualitas SDM-nya lemah. Mestinya seperti parlemen Eropa. Kalau 
komponen manusia baik, dan mekanismenya baik, maka hasilnya pun 
akan baik. Mekanisme ini, termasuk jadwal kerja. Bagi MRP, demikian 
lanjut Watory, oleh karena fungsi MRP adalah dalam rangka perlindungan 
hak-hak dasar orang asli Papua, maka rekrutmen orang-orang yang 
masuk lembaga MRP, harus orang asli Papua yang berkualifikasi Sarjana 
(S1), supaya kualitas hasil kerjanya baik, demikian juga bagi DPRP, orang 
yang direkrut harus berkualifikasi S1, dan mempunyai pengalaman politik, 
agar kontribusinya dapat memberikan bobot pada produk legislasi daerah.  
c. Persepsi tentang MRP 
Dalam tulisan ini yang menjadi preseptor adalah masyarakat asli 
Papua dan anggota DPRD. Objek persepsi adalah lembaga MRP. 
Persepsi tentang MRP telah ada sejak undang-undang No. 21 Tahun 
2001 diformulasikan, dan akan tetap ada selama diimplementasikan, 
bahkan pada tahap evaluasi sesuai perkembangan. Berdasarkan hasil 
penelusuran penulis, terdapat pendapat umum masyarakat bahwa MRP 
adalah lembaga kultural, bahkan diidentikkan dengan lembaga adat. 
Dengan pandangan dan persepsi seperti itu, maka kemudian membentuk 
pandangan atau pendapat bahwa MRP sebagai lembaga adat, maka 
tugas pokoknya lebih pada hal-hal yang berkaitan dengan adat-istiadat 
dan budaya serta hal-hal yang berkaitan bidang keagamaan saja. 
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Sedangkan hal-hal yang menyangkut sektor publik dari daerah Papua, 
menjadi ranah kewenangan DPRP dan Gubernur untuk level 
pemerintahan Provinsi dan Bupati/Walikota dan DPRD Kabupaten/Kota 
untuk level pemerintahan Kabupaten/Kota. Sebaliknya MRP dipandang 
sama sekali tidak mempunyai kewenangan dalam hal pembentukan 
produk hukum baik Perdasus, apalagi Perdasi. Karena sesuai dengan 
ketentuan Undang-Undang Otsus Papua, kewenangan MRP hanya 
terbatas pada pembentukan Perdasus saja (pemberian pertimbangan dan 
persetujuan).  
Sebagai lembaga representasi orang asli Papua, sudah menjadi 
kewajiban dan tanggung jawab bagi MRP untuk mendorong pembentukan 
peraturan perundang-undangan tingkat daerah yang pro rakyat, terutama 
dalam rangka perlindungan hak-hak orang asli Papua. Dengan persepsi 
terhadap keberadaan MRP tersebut, kemudian ikut mempengaruhi 
kinerjanya dalam hal pembentukan produk hukum daerah. MRP kemudian 
melakuakn terobosan, diantaranya dengan mengeluarkan sebuah 
keputusan yang bagi MRP dianggap responsif dan pro-rakyat Papua, 
yaitu Keputusa No. 14/MRP/2009, Tanggal 26 November 2009 Tentang 
Penetapan Orang Asli Papua Sebagai Syarat Khusus Dalam Penetapan 
Bakal Calon Bupat/Wakil Bupatai dan Walikota/Wakil Walikota di Tanah 
Papua. Keputusan MRP ini kemudian sama sekali tidak berlaku dan tidak 
dijadikan rujukan normatif bagi penyelenggara Pemilu. Karena 
bertentangan dengan peraturan perundang-undangan termasuk UU Otsus 
Papua6.  Hal ini kemudian sama sekali tidak menaikan kredibilitas di mata 
masyarakat asli Papua mala sebaliknya menimbulkan polimik. 
 
6 Penegasan tentang orang asli Papua dalam jabatan politik hanya tertuju pada 
Gubernur dan Wakil Gubernur. Hal ini sesuai Pasal 12, yang dapat dipilih menjadi Gubernur 
dan Wakil Gubernur adalah Warga Negara Republik Indonesia dengan syarat-syarat: huruf a. 
Orang asli Papua. 
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Contoh kasus di atas, memberi suatu gambaran bahwa MRP 
seringkali diperhadapkan pada sebuah dilema antara norma hukum di 
satu sisi dan harapan bahkan tuntutan masyarakat di sisi yang lain. 
Sebagai lembaga Negara yang bercirikan pemerintahan daerah Papua, 
MRP wajib untuk bepegang dan berpedoman pada Pancasila, UUD 1945, 
NKRI, serta prinsip Ke-Nusantaraan. Di sisi lain, MRP kerap kali dituntut 
agar dapat menjembatani atau bahkan menyuarakan tuntutan Papua 
merdeka yang diusung oleh beberapa kalangan dan organinasi. 
Secara moral kenegaraan, tentu saja harapan sebagaimana 
disebutkan di atas, tidak mendapat respon dari MRP. Dampak yang timbul 
kemudian adalah MRP kehilangan legitimasi. MRP yang merupakan 
keterwakilan masyarakat adat, agama dan perempuan Papua ini kerap 
kali dituding dan dianalogikan bagaikan gula-gula (permen) untuk 
membuat tokoh/elit Papua terlena secara posisional (dalam 
Pemerintahan). 
Merespon pandangan masyarakat tersebut, MRP berusaha agar 
dapat melakukan upaya afermasi (perlindungan, keberpihakan dan 
pemberdayaan) terhadap orang asli Papua, namun langkah MRP tersebut 
belum dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Bahkan kadang kala 
dianggap melampaui kewenangan lembaga tersebut karena suda masuk 
pada rana kewenangan legislatif dan/atau eksekutif. Contoh kasus; selain 
Keputusan MRP No. 14 tahun 2009 sebagaimana telah diuraikan di atas, 
di tahun 2015 yang lalu, MRP kembali mewacanakan peninjauan kembali 
status bekas tanah adat (ulayat) yang kini telah dikuasai perorangan, 
swasta, bahkan pemerintah terutama di kota-kota di daerah pesisir pantai 
Papua.  Namun, lagi-lagi upaya MRP tersebut tidak mendapat respon dan 
kini (2016) sama sekali tidak termanifestasi.  
MRP melangkah tertatih-tatih dengan batas kewenangan yang 
sangat terbatas. Setiap permasalahan dihadapi sendiri. Sinergitas dengan 
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DPRP masih jauh dari harapan. Sebelum menjabarkan persepsi DPRD 
terhadap MRP, ada baiknya dipahami terlebih dahulu tentang apa itu 
persepsi politik. Menurut Holsti (1978):7  
“Jika perbedaan persepsi terjadi, maka tindakan aktor politik akan 
tewujud dalam salah satu dari: (1) mengabaikan ketidaksesuaian itu 
dan menggeserkan posisi dirinya dari permasalahan (menganggap 
masalah itu tidak ada atau tidak penting), (2) menolak informasi 
yang masuk, tentu dengan alasan rasional untuk tetap berpegang 
pada sikap dan nilai yang dimilikinya semula, (3) menerima 
informasi itu dan mengubah nilai dan sikap yang dimilikinya”.  
 
Pendapat di atas diperkuat oleh  Almond dan Verba (1984):8 dengan 
mengatakan bahwa “…..persepsi punya kemampuan untuk melaksanakan 
pengaruh politik, ini sangat penting sekalipun individu jarang 
menggunakan pengaruh tersebut atau sering tak berhasil”. Dalam konteks 
ini, sebagian anggota DPRP memiliki harapan agar kewenangan MRP 
dapat ditingkatkan, namun masih ada juga anggota DPRP lainnya yang 
masih memiliki pandangan sama dengan masyarakat pada umumnya 
yang menganggap MRP sebagai lembaga adat dan budaya sebagaimana 
diuraikan di atas. Bahkan sepanjang penelusuran penulis, masih ada yang 
berpandangan bahwa; kewenangan yang dimiliki MRP sekarang belum 
mampu dilaksanakan sehingga belum perlu untuk meningkatkan 
kewenangannya.  
Mencermati karakteristik anggota DPRP sebagai politisisi yang 
belatar belakang budaya Papua, maka sebagaimana dikemukakan oleh 
Verba di atas, persepsi tersebut memiliki kecenderungan yang lebih besar 
dan mengarah pada perubahan politik, yaitu adanya peningkatan 
 
7 Najamuddin Gani, 2001, Persepsi Elit Politik Lokal Terhadap Undang-undang 
Nomor 22 Tahun 1999 dan Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 dan Implikasinya 
Terhadap Pelaksanaan  Otonomi Daerah (Stidi Kasus di Kabupaten Fakfak Propinsi Irian 
Jaya), Tesis, Universitas Gajdahmada, Yogyakarta. Hal. 23.     
8 Ibid.  
Analisis Faktor Pengaruh Hubungan...... Najamuddin Gani dan Josner Simanjuntak 
LEGAL PLURALISM : VOLUME 9 NOMOR 2, JULI 2019 152 
kewenangan MRP.  Persepsi tersebut tentunya dilatarai oleh obyektivitas 
keterbatasan kewenangan MRP dan selanjutnya dilakukan sebuah 
perubahan yang mengarah pada peningkatan kewenangan tersebut.  
Pada akhirnya, kewenangan yang porporsional dapat meningkatkan 
fungsi dan peran MRP yang berimplikasi pada karya nyata bagi 
masyarakat. Jika karya nyata itu telah dirasakan oleh masyarakat, maka 
secara bertahap akan berimplikasi pula pada persepsi masyarakat 
terutama orang asli Papua terhadap eksistensi MRP sebagai lembaga 
representasi atau atau bahkan dianggap sebagai perwakilan orang asli 
Papua. 
 
Pengaruh Universal 
a. Pengaruh Aspek Sosial 
Pengaturan hukum secara nasional  termasuk bagi provinsi Papua 
sebagai subsistem dari sistem nasional selalu diarahkan pada upaya 
untuk mewujudkan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dalam 
konteks otonomi khusus, maka terutama diarahkan pada penduduk asli 
Papua. Hal ini sesuai dengan tujuan hukum baik untuk kemanfaatan, 
Keadilan, maupun kepastian hukum. Kemanfaatan hanya dapat terwujud 
jika diarahkan pada suatu lingkungan masyarakat yang sejahtera, dimana 
kondisi ideal dari masyarakat dapat menjadi tujuan/objek dari pengaturan 
hukum sekaligus juga menjadi aktor/subyek dari hukum itu sendiri. Kondisi 
ideal sekaligus juga menjadi aktor/subyek dari masyarakat yang dalam hal 
ini adalah masyarakat Papua terutama penduduk asli. 
Pada dasarnya membicarakan faktor sosial dalam pembentukan 
Perdasus Papua, berarti membicarakan aliran sosial yang memandang 
hukum sebagai kenyataan sosial. Artinya, Perdasus itu sendiri merupakan 
kenyataan atau realitas sosial. Dalam hal ini aliran sosiologis memiliki 
kesamaan dengan aliran positivisme yaitu keduanya memusatkan 
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perhatian pada hukum tertulis atau perundang-undangan. Perbedaannya 
terletak pada : 
(a) positivisme memandang hukum sebagai kaidah-kaidah yang 
tercantum dalam perundang-undangan, sedangkan sosiologisme 
memandang hukum sebagai kenyataan sosial;  
(b) positivisme memandang hukum sebagai suatu yang otonom atau 
mandiri, sedangkan sosiologisme memandang hukum sebagai 
sesuatu yang dipengaruhi oleh faktor-faktor non hukum yang 
ada dalam masyarakat9.  
 
Masyarakat majemuk mempunyai arti yang sama dengan istilah 
masyarakat plural atau pluralistik. Biasanya hal ini diartikan sebagai 
masyarakat yang terdiri dari berbagai suku bangsa atau masyarakat yang 
berbhineka10. Di dalam Dictionary of Modern Sociology, istilah pluralism 
dirumuskan dalam tiga arti11. 
a. In a heterogeneous society, the relative absence of assimilation 
and its consequences; 
b. The doctrine (often termed cultural pluralism) that a society 
benefits when it is made up of a number of independent etnic 
groups each of which maintains a degree of autonomy; 
c. The idea that large socio-cultural system may be conceptualized 
as group of sub-system that are independent, although often 
somewhat autonomous. 
 
Pada setiap lingkungan masyarakat terdapat berbagai kelompok-
kelompok masyarakat sebagai sub-etnik, dengan beragam budaya dan 
pola hidup dengan karakteristik tersendiri tetapi mirip atau sama dengan 
yang lain. Sub-etnik masyarakat yang terbentuk dan mendiami suatu 
lingkungan masyarakat, membangun kehidupannya dalam suatu bentuk 
struktur dan pola pengelompokan masyarakat yang berbeda diantara 
 
9 Ibid, hal. 213-214. 
10 Soerjono Soekanto; Hukum Adat Indonesia, hal. 12. 
11 ibid. 
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lingkungan masyarakat masing-masing. Struktur atau anatomi 
pengelompokan masyarakat masing-masing. Struktur atau anatomi 
pengelompokan masyarakat terbentuk melalui suatu proses 
pembentukan, mulai dari kelompok kecil yang terus berkembang dan 
membentuk beberapa kalompok lagi dengan jumlah kelompok lebih 
banyak dari kelompok pertama (awal) yang kecil. Kelompok tingkat kedua 
makin hari mengalami perkembangan jumlah jiwa dan terus berkembang 
dan membentuk kelompok-kelompok baru yang lebih besar lagi. 
Perkembangan pada tahap ketiga ini sekaligus menyatukan semua 
kelompok serta tingkatan menjadi satu kelompok besar. Fenomena inilah 
yang terjadi pada masyarakat di berbagai daerah di Papua.  
Pada jaman sebelum masa kolonial, sebagian pesisir pantai selatan 
Papua (Kaimana, Fakfak, Teluk Bintuni, Raja Ampat, Sorong Selatan dan 
Kota Sorong) serta di sebelah utara dari Manokwari hingga Kepulauan 
Yapen dan Biak serta mengarah ke Timur hingga mencapai Sarmi dan 
Jayapura, dipengaruhi oleh Kesultanan Tidore. Hal ini menyebabkan 
interaksi sosial antar etnis/subetnis orang Papua pada awalnya dengan 
orang Maluku. Seiring dengan masuknya pemerintahan kolonial, dan 
terutama memasuki masa kemerdekaan hingga sekarang ini, maka 
berdatangan pula kaum migran dari berbagai suku bangsa di Indonesia. 
Suku bangsa perantau ini kemudian membentuk komunitas sendiri-
sendiri. Sebagai contoh; HKJM (Himpunan Keluarga Jawa Madura), 
KKSS (Kerukunan Keluarga Sulawesi Selatan), IKT (Ikatan Keluarga 
Toraja) dan lain-lain.  
M.G. Smith dalam tulisannya mengenai Social and Cultural Pluralism 
(1960) 12 , yang menyoroti faktor politik kemudian membedakan 
masyarakat majemuk ke dalam tiga kategori: 
 
12 Soerjono Soekamto, op cit, hal. 17. 
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a. Bentuk masyarakat majemuk dimana dominasi politik dipegang 
oleh suatu kelompok tertentu. Tingkat kemajemukannya adalah 
kemajemukan struktural, yang mencakup kemajemukan budaya 
dan sosial. Bemtuk ini disebut differential incorporation. 
b. Bentuk masyarakat majemuk dimana dijumpai suatu keadaan 
dimana hak-hak dan kewajiban-kewajiban tersebar secara merata 
diantara kelompok-kelompok sosial yang ada, walaupun dijumpai 
keanekaragaman lembaga-lembaga sosial. Tingkat 
kemajemukannya adalah kemajemukan sosial, oleh karena 
pembagian masyarakat ke dalam kelompok-kelompok sosial 
tertutup, yang sifatnya sangat tajam. Bentuk masyarakat majemuk 
ini disebut Consociation. 
c. Bentuk masyarakat majemuk dimana semua warga masyarakat 
dimasukan ke dalam suatu wadah yang bersifat publik, tanpa 
memperhatikan pola identifikasi yang ideal maupun yang nyata. 
Taraf kemajemukannya adalah kemajemukan budaya, bentuk 
mana disebut uniform incorporation. 
Pendapat Smith di atas, jika digunakan untuk membedah 
heterogenitas budaya di Papua, maka kemajemukan masyarakat di dalam 
wilayah Papua, menampakkan suatu dinamika perkembangan, mulai dari 
differential incorporation, karena kemajemukan budaya tetapi semuanya 
“mengabdi” pada kebudayaan Papua yang menjadi dominan dengan 
kecenderungan dipengaruhi oleh budaya suku bangsa migran terutama 
Jawa sebagai etnis migran terbanyak. Kehadiran etnis Jawa di Papua 
disamping melalui jalur penugasan (pemerintahan), juga melaui 2 (dua) 
jalur lainnya, yaitu melaui program transmigrasi dan perantau mandiri.  
Perkembangan berikutnya berlangsung sejak Orde Baru tidak 
berkuasa lagi, dimana era reformasi dimulai. Hal ini terjadi setelah 
diterapkannya UU Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua. Penduduk asli 
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yang tadinya disebut Orang Irian kini lebih bangga jika disebut Orang 
Papua. Dengan diimplementasikannya UU Otsus Papua, Pemerintah 
Daerah Proinsi Papua perlu memiliki kepekaan terhadap pluralisme atau 
kemajemukan sehingga masyarakat tetap menghormati perbedaan 
berdasarkan karakteristik masing-masing lingkungan masyarakat. 
Masyarakat baik pada level kelompok atau komunitas maupun 
bangsa selalu berada dalam kondisi perubahan. Dinamika yang dicermati 
dan diidentifikasi oleh Alvin Toffler sebagai “gelombang” ini, menunjukkan 
adanya perubahan masyarakat dari suatu tahap peradaban ke tahap 
peradaban lainnya; dari masyarakat pemburu/pengumpul menjadi 
masyarakat pertanian (gelombang pertama), kemudian masyarakat 
pertanian ke tahap masyarakat industri (gelombang kedua), dan kini 
gelombang ketiga menggerakkan perubahan masyarakat industri menjadi 
masyarakat informasi atau pasca industri. Dalam pandangan Fukuyama13, 
gelombang perubahan ketiga tersebut telah menimbulkan guncangan 
besar yang berpengaruh terhadap tatanan masyarakat bangsa di berbagai 
negara. 
Perkembangan masyarakat dari satu tahap ke tahap lainnya 
tersebut, selalu disertai dengan transformasi nilai-niali sosial budaya yang 
membentuk sikap (cara pandang) dan perilaku masyarakat dalam 
memaknai realitas objek yang sementara dihadapi. Namun di pihak lain, 
nilai-nilai sosial budaya dimaksud berfungsi pula untuk membatasi pilihan-
pilihan bebas individu dan kelompok, sehingga sikap dan perilaku para 
anggota masyarakat dapat diarahkan sesuai konsepsi ideal tentang 
tatanan sosial, politik dan ekonomi seperti yang dirumuskan oleh negara. 
Nilai sosial yang terpenting dalam pembentukan Perdasus sebagai 
 
13 F. Fukuyama, 2005, Guncangan Besar-Kodrat Manusia dan Tata Sosial Baru; 
Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, hal 3-9. 
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instrumen penyelenggaraan otonomi khusus Papua adalah penting, 
mengingat penyelenggaraan otonom khusus berdasarkan asas 
desentralisasi baik dari perspektif fungsional maupun kewilayahan tidak 
memperlihatkan adanya diskriminasi antar etnis itu sendiri. 
Kondisi sosial masyarakat Papua sebagai masyarakat di daerah 
yang memiliki kekhususan, sangat berpengaruh terhadap kebutuhan 
pembentukan Perdasus berdasarkan prinsip Negara Kesatuan. Kondisi 
sosial masyarakat memperlihatkan gambaran tentang kebiasaan-
kebiasaan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, stratifikasi sosial yang 
membentuk hubungan hierarkis dalam proses kemasyarakatan, tingkat 
pendidikan, dan fakta-fakta sosial lainnya merupakan hal-hal yang perlu 
diperhatikan dalam rangka pembentukan Perdasus tersebut. 
Pembentukan Perdasus untuk mengatasi fakta-fakta tersebut merupakan 
kebutuhan mendesak. 
Tingkat variabilitas sosial yang tinggi yang telah mendorong 
timbulnya pluralitas dalam masyarakat Papua dengan kepentingan-
kepentingannya yang berbeda, dapat menyebabkan munculnya sikap 
penolakan atau penerimaan terhadap suatu Perdasus. Dalam konteks ini 
pluralitas yang ada dalam masyarakat harus diakomodir secara obyektif 
agar dapat menghasilkan suatu konsensus bersama menuju perubahan 
yang lebih baik dan diterima oleh semua pihak. Pembentukan Perdasus 
seperti itu jelas tidak mudah, dan oleh karenaya memerlukan keterlibatan 
masyarakat dalam proses pengambilan keputusannya. Partisipasi aktif 
tersebut secara langsung maupun tidak langsung memberikan kontribusi 
positif terhadap karakter Perdasus tersebut. Sebaliknya, apabila 
partisipasi diabaikan sedangkan mobilisasi masyarakat dikembangkan, 
maka Perdasus yang ditetapkan akan mengalami proses penolakan 
sehingga menimbulkan anomie dalam masyarakat Papua. 
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b.   Pengaruh Aspek Budaya 
Budaya (culture) yang hidup dan berkembang dalam suatu 
masyarakat merupakan salah satu sumber nilai dan pedoman dalam 
pembentukan dan pengaturan hukum positif. Dalam konteks ini, 
pembentukan Perdasus Papua perlu memperhatikan faktor budaya atau 
kultur yang hidup dan berkembang dalam masyarakat, sehingga tujuan 
pembentukan Perdasus tersebut dapat tercapai secara berkualitas dan 
proporsional serta menyentuh instrumen nilai dan rasa keadilan 
masyarakat terutama masyarakat asli Papua. 
Faktor budaya dalam pembentukan dan penegakan hukum  
(Perdasus termasuk Perdasi) terkait dengan perilaku manusia 
bermasyarakat atau watak masyarakat tersebut. Menurut Montersquieu :  
“ada dua faktor utama yang membentuk watak masyarakat yaitu, (1) 
Faktor fisik; antara lain iklim, keadaan daratan, kepadatan penduduk 
dan daerah kekuasaan suatu masyarakat, menghasilkan akibat-
akibat fisiologis mental tertentu; dan (2) Faktor moral; yang meliputi 
agama, adat istiadat, kebiasaan, ekonomi dan perdagangan, cara 
berfikir serta suasana tercipta di pengadilan”14. 
 
Bakri Abbas 15 , menegaskan mengenai pandangan Montesquieu 
tersebut di atas, bahwa faktor iklim dan lingkungan tidak saja berpengaruh 
pada watak manusia/masyarakat, tetapi juga pada sifat dan bentuk 
kegiatan, cara hidup masyarakat dan lembaga-lembaga sosial. Orang-
orang yang berada dalam iklim dingin, menampilkan sifat yang lebih 
berani, lebih berorientasi pada industri, menyukai kebebasan dan mampu 
menahan sakit. Sebaliknya, orang yang tinggal di iklim panas, cenderung 
malas, tidak tekun dan kurang menyukai kebebasan. 
Lebih jauh menurut Montesquieu :  
 
14 Bernard L. Tanya dkk; Teori Hukum,  hal 95. 
15 Ibid, hal 95-96. 
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“Negara dengan daratan yang luas cenderung menghasilkan 
pemerintahan yang despotik serta sentralisasi kekuasaan yaitu 
kekuasaan yang absolud. Sementara itu, penduduk yang berada 
pada daerah kepulauan, lebih menginginkan kebebasan 
dibandingkan dengan penduduk yang tinggal di daerah daratan, 
sehingga pemerintahannya lebih desentralistik. Oleh Karena, adanya 
kekhasan iklim dan kondisi daratan, maka apa yang dikerjakan 
dalam suatu masyarakat, tidak perlu dilakukan oleh masyarakat 
yang lainnya”16.  
 
Dalam konteks ini, mengabaikan karakteristik daerah dalam 
penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan 
pelayanan kepada masyarakat berarti dapat menimbulkan ketidakadilan 
pengelolaan dan distribusi sumber daya. Pengaruh iklim dan lingkungan 
yang mempengaruhi pola perilaku masyarakat, dapat dilihat juga dalam 
realitas kehidupan masyarakat di Papua baik dari aspek fisik maupun 
aspek moral (non fisis). Dari aspek fisik secara umum, orang asli Papua 
terbagi atas orang yang berada (berdomisili) di daerah/wilayah dingin di 
daerah pegunungan dan daerah panas di daerah/wilayah pantai.  
Secara moral, keberadaan dan kenyataan hidup masyarakat saat ini, 
tidak terlepas dari pengalaman sejarah orang-orang Papua baik secara 
sendiri maupun sebagai bagian dari bangsa dan Negara Indonesia. 
Pengalaman sejarah ini juga secara langsung maupun tidak langsung 
telah mempengaruhi kebudayaan yang didukungnya dan kemudian 
mempengaruhi pandangan hidup, tindakan dan tingkah laku 
bermasyarakat.  
Kedua aspek (fisik dan moral) tersebut di atas, tentunya 
berpengaruh pada berbagai dimensi kehidupan masyarakat asli Papua. 
Pemerintah daerah ketika memformulasi berbagai kebijakan, termasuk 
program legislasi daerah yang dalam konteks kajian ini adalah Perdasus, 
 
16 Ibid, hal. 96. 
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maka kondisi obyektif masyarakat tersebut mesti direspon dan diberi 
ruang agar memberi bobot responsif terhadap Perdasus tersebut.   
c.   Pengaruh Aspek Politik 
Hukum merupakan produk politik, yang memandang hukum sebagai 
formalisasi atau kristalisasi dari kehendak-kehendak politik yang saling 
berinteraksi dan saling bersaingan 17 . Dalam konteks hukum sebagai 
produk politik, maka karakter isi atau substansi suatu produk hukum akan 
sangat ditentukan atau diwarnai oleh imbangan kekuatan atau konfigurasi 
politik yang melahirkannya. Mengenai hubungan kausalitas antara hukum 
dan politik, maka paling tidak ada tiga hal: 
(1) Hukum determinan atas politik dalam arti bahwa kegiatan-
kegiatan politik diatur oleh dan harus tunduk pada aturan-aturan 
hukum; 
(2) Politik determinan atas hukum, karena hukum merupakan hasil 
atau kristalisasi dari kehendak-kehendak politik yang saling 
berinteraksi dan (bahkan) saling bersaingan; dan  
(3) Politik dan hukum sebagai subsistem kemasyarakatan berada 
pada posisi yang derajat determinasinya seimbang antara yang 
satu dengan yang lain, karena meskipun hukum merupakan 
produk keputusan politik, tetapi begitu hukum ada maka semua 
kegiatan politik harus tunduk pada aturan-aturan hukum18. 
 
Hubungan antara hukum dan politik, terutama melihat determinasi 
politik atas hukum, penting untuk dikaitkan dengan kekuasaan politik. 
Kekuasaan politik menurut Miriam Budiardjo19 :  
“adalah kemampuan untuk mempengaruhi kebijaksanaan umum 
(pemerintah) baik terbentuknya maupun akibat-akibatnya sesuai 
dengan tujuan-tujuan pemegang kekuasaan sendiri. Kekuasaan 
politik merupakan sebagian saja dari kekuasaan sosial yang 
difokusnya ditujukan pada negara sebagai satu-satunya pihak 
 
17 Moh. Mahfud MD; Politik Hukum Di Indonesia; Pustaka LP3ES, Jakarta, 1998, 
hal 7. 
 18 Ibid, hal 8.  
19 Miriam Budiardjo; Dasar-Dasar Ilmu Politik; hal 37. 
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berwenang yang mempunyai hak untuk mengendalikan tingkah 
laku sosial dengan paksaan”.  
 
Dengan demikian maka pembentukan Perdasus, perlu juga 
mempertimbangkan kekuasaan politik baik di eksekutif maupun legislatif. 
Hal ini penting, karena fenomena yang terkandung dalam hubungan 
antara MRP, DPRP, dan Gubernur dalam konteks perlindungan, 
keberpihakan dan pemberdayaan penduduk asli Papua. Fenomena 
eksekutif yang dipimpin oleh Gubernur yang berasal dari daerah 
pegunungan Papua bersama Ketua DPRP dan Ketua MRP menjadi 
fenomena yang berimplikasi terhadap komunikasi politik antar lembaga. 
Menurt Debora Mote Ketua Pokja Perempuan MRP)20; Setelah pergantian 
pejabat (Gubernur) koordinasi antar lembaga (Gubernur dan MRP) lebih 
baik. Hal tersebut dilatari oleh kesamaan asal daerah Gubernur dan Ketua 
MRP. 
Kekuasaan politik berhubungan erat dengan konfigurasi politik yang 
berpengaruh pada karakter produk hukum. Mengenai hubungan antara 
konfigurasi politik dengan karakter produk hukum, dapat dilihat pada teori 
Nonet dan Selznick, yang menyatakan bahwa konfigurasi politik yang 
tidak demokratis atau otoriter akan menghasilkan produk hukum yang 
konservatif atau menindas, sedangkan konfigurasi politik yang demokratis, 
akan menghasilkan produk hukum yang responsif atau otonom. Moh. 
Mahfud MD atas dasar teori ini, menyatakan bahwa konsep demokratis 
dan otoriter dapat diukur berdasarkan indikator, sistem kepartaian dan 
peranan badan perwakilan, perwakilan eksekutif dan kebebasan pers21.  
 
20  Najamuddin Gani, 2016, Hubungan Kewenangan Antara Majelis Rakyat 
Papua dengan Dewan Perwakilan Rakyat Papua dalam Pembentukan Peraturan Daerah 
Khusus Papua, Disertasi, Program Pascasarjana Universitas Hasanuddin, Makassar. 
21 Moh. Mahfud MD, Ibid, hal 24. 
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Konfigurasi politik demokratis merupakan konfigurasi yang membuka 
peluang bagi hasil peran potensi rakyat secara maksimal untuk turut 
menentukan kebijakan negara. Pemerintah lebih merupakan komite yang 
harus melaksanakan kehendak-kehendak rakyat yang dirumuskan secara 
demokratis, sementara badan perwakilan dan partai politik berfungsi 
secara proporsional dan lebih menentukan dalam pembuatan kebijakan 
negara, serta dunia pers dapat melaksanakan fungsinya dengan bebas 
tanpa ancaman pembredelan.  
Produk hukum yang dihasilkan dari konfigurasi politik demokratis 
adalah produk hukum yang responsif/otonom, yaitu produk hukum yang 
karakternya mencerminkan pemenuhan atas tuntutan-tuntutan individu 
maupun berbagai kelompok sosial dalam masyarakat sehingga lebih 
mampu mencerminkan rasa keadilan masyarakat. Proses pembuatan 
hukum termasuk Perdasi/Perdasus yang responsif ini mengandung 
secara terbuka partisipasi dan aspirasi masyarakat. Lembaga penegak 
hukum diberi fungsi sebagai alat pelaksana bagi kehendak masyarakat 
sehingga tidak terbuka peluang untuk dapat diinterpretasikan berdasarkan 
kehendak dan visi pemerintah sendiri secara spesifik. 
Konfigurasi politik otoriter merupakan konfigurasi yang posisi 
pemerintahnya sangat dominan, dengan sifat yang intervensionis dalam 
pemenuhan dan pelaksanaan kebijakan negara, sehingga potensi dan 
aspirasi masyarakat tidak teragregasi dan terartikulasi secara 
proporsional. Badan perwakilan dan partai politik tidak berfungsi dengan 
baik dan lebih merupakan alat justifikasi (rubber stamp) atas kehendak 
pemerintah, sedangkan pers tidak memiliki kebebasan dan senantiasa 
berada di bawah kontrol pemerintah dan bayang-bayang pembredelan. 
Produk hukum dari konfigurasi politik otoriter adalah produk hukum 
konservatif/ortodoks. Produk hukum konservatif/ortodoks adalah produk 
hukum yang karakternya mencerminkan visi politik pemegang kekuasaan 
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dominan, sehingga pembuatannya tidak mengandung partisipasi dan 
aspirasi masyarakat secara sungguh-sungguh. Apabila prosedur 
partisipasi ada, hal itu biasanya lebih bersifat formalitas. Dalam produk 
yang demikian, biasanya hukum diberi fungsi dengan sifat positivis 
instrumentalis atau menjadi alat pelaksanaan ideologi dan program 
pemerintah. Rumusan materi hukumnya biasanya bersifat pokok-pokok 
saja, sehingga dapat diinterpretasikan oleh pemerintah menurut visi dan 
kehendaknya sendiri dengan berbagai peraturan pelaksanaan. 
Pengaturan hukum terhadap kewenangan daerah otonom dilakukan 
dalam suasana politik Indonesia yang demokratis. Hal ini penting, karena 
tidak ada yang mampu membantah pendapat bahwa Indonesia sekarang 
demokratis. Menurut Todung Mulya Lubis, Indonesia dielu-elukan sebagai 
negara demokrasi terbesar ketiga di dunia dan disanjung-sanjung sebagai 
teladan demokrasi dan demokratisasi bagi dunia22. Apabila yang menjadi 
parameter adalah teori Nonet dan Selznick yang kemudian 
penjabarannnya oleh Muh. Mahfud MD di atas, maka tidak ada yang 
dapat membantah bahwa konfigurasi politik Indonesia kini tergolong 
konfigurasi politik yang demokratis. Kenyataan konfigurasi politik yang 
demokratis dalam konteks pengaturan hukum terhadap kewenangan 
Papua sebagai daerah otonom, terlihat dengan kehadiran UU Nomor 21 
tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua. Hal ini penting, 
terkait dengan pengakuan terhadap perbedaan karakteristik daerah 
Papua baik dari segi sejarah, adat dan budaya serta fenomena politik dan 
sosial ekonomi masyarakat asli Papua. 
Konfigurasi politik demokratis pada level nasional belum menjadi 
jaminan keberhasilan implementasi pengaturan hukum terhadap 
 
22  Ibid, hal 3. 
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kewenangan daerah otonomi khusus. Hal ini terkait dengan peranan dari 
lembaga legislatif daerah (DPRP). Menurut Bagir Manan23 ;  
“perlu dilakukan pemberdayaan (empowering) DPRD dalam upaya 
melaksanakan otonomi baru. Pemberdayaan merupakan upaya 
agar DPRD mampu melaksanakan tugas dan tanggung jawab 
secara wajar baik sebagai mitra eksekutif maupun sebagai 
pengembangan pelaksanaan kedaulatan rakyat di daerah. Hal ini 
penting karena, (1) akibat sistem politik yang sentralistik dan tidak 
demokratis selama empat puluh tahun terakhir (Orde Baru), DPRP 
tidak dapat menjalankan tugas sebagai instrument pemerintahan 
otonom yang demokratik; dan (2) perubahan politik akibat reformasi 
menimbulkan pula persoalan dalam sistem rekruitmen anggota 
DPRP belum dapat didasarkan pada kecakapan 
menyelenggarakan pemerintahan untuk mengelola otonomi 
daerah”. 
 
Dalam konteks otonomi khusus Papua, permberdayaan 
kelembagaan DPRP dan MRP menjadi urgen, karena pada awal gerakan 
reformasi, kekuatan badan legislatif khususnya DPRP makin kuat, akan 
tetapi tidak dibarengi dengan pendidikan politik melalui partai politik 
secara baik, sehingga berakibat pada terhambatnya berbagai agenda 
politik dan dampaknya terasa pada perputaran roda pemerintahan 
(daerah). Demokrasi pada tataran nasional berkembang secara luar 
biasa, tetapi karena budaya politik di Papua (terutama di wilayah 
pegunungan) yang dikembangkan makin terpengaruh oleh faham 
paternalistik, maka cenderung rakyat sebagai kekuatan inti demokrasi 
“dipakai” untuk kepentingan elit politik. Penggunaan noken sebagai 
sarana pemungutan suara misalnya, disamping sebagai apresiasi 
terhadap kearifan lokal juga disalah gunakan oleh para elit politik lokal 
untuk kepentingan politiknya dengan memperalat kepala-kepala suku. 
 
23 Bagir Manan, Menyongsong Fajar Otonomi Daerah, hal 62-63. 
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Dalam konteks sebagaimana dicontohkan di atas, proses demokrasi 
di Papua belum berkembang sebagaimana diharapkan, sehingga potensi-
potensi yang terdapat di dalam masyarakat kurang dapat digerakkan 
secara optimal. Akibatnya, partisipasi masyarakat sebagai pilar utama 
pembentukan hukum pada umumnya dan khususnya Perdasus belum 
dapat dilakukan secara optimal.  
c.   Ekonomi 
Kewenangan daerah otonomi khusus memiliki hubungan yang erat 
dengan masalah pengaturan hukum (Perdasus) mengenai ekonomi 
secara khusus pula, disamping faktor-faktor lainnya. Hal ini didasarkan 
pada suatu kenyataan yang banyak terjadi di Indonesia pada umumnya 
dan khususnya di Papua, dimana pada umumnya memberikan prioritas 
yang tinggi terhadap pembangunan ekonomi. Pembangunan ekonomi ini 
pada gilirannya dapat menunjang aspek pembangunan lainnya. Menurut 
Riyadi dan Deddy Supriady Bratakusumah:  
“Keadaan ekonomi yang meningkat diharapkan dapat 
memberikan kesempatan yang lebih baik untuk mencapai 
tujuan-tujuan pembangunan di bidang lainnya, sehingga lebih 
mengejar pertumbuhan ekonomi sebagai indikator keberhasilan 
pembangunan. Stabilitas ekonomi menjadi target utama yang 
harus diwujudkan melalui proses pembangunan, karena dengan 
adanya stabilitas ekonomi yang dinamis, proses pembangunan 
akan berhasil dengan baik, walaupun hal itu tidak dapat 
dilepaskan dari adanya stabilitas di bidang lainnya”24.  
 
Pendapat ini terkait dengan hubungan yang kuat antara upaya 
mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang tinggi dengan kestabilan dalam 
masyarakat, baik dari perspektif politik, pertahanan dan keamanan, 
ekonomi sendiri maupun sosial budaya termasuk hukum. Dalam konteks 
 
24  Riyadi dan Deddy Supriady Bratakusumah, 2003, Perencanaan 
Pembangunan Daerah, Strategi Menggali Potensi Dalam Mewujudkan Otonomi Daerah; 
Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, , hal 9. 
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ini, maka dalam proses legislasi daerah, MRP dan DPRP memiliki posisi 
yang strategis sehingga dapat bersinergi dalam melahirkan kebijakan 
keuangan daerah bersama pemerintah daerah (Gubernur). 
Pengembangan ekonomi dalam era otonomi khusus akan lebih 
terpacu terkait dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya alam 
dan sumberdaya manusia serta sumberdaya ekonomi lainnya yang 
berada pada ruang wilayah darat dan laut wilayah otonomi khusus Papua 
secara efektif, efisien dan produktif melalui berbagai kebijakan 
pembangunan untuk memenuhi kebutuhan penduduk dan bertujuan 
mencapai kesejahteraan masyarakat terutama masyarakat asli Papua 
yang lebih tinggi.  
Dalam rangka meningkatkan pembangunan wilayah Papua 
berdasarkan potensi sumberdaya alam, sumberdaya manusia, investasi, 
prasarana dan sarana pembangunan, transportasi dan komunikasi, 
komposisi industri, penerapan teknologi, situasi ekonomi, perdagangan 
antar wilayah, kemampuan pendanaan dan pembiayaan pembangunan 
daerah, kewirausahaan, kelembagaan daerah dan kelestarian lingkungan 
secara berkelanjutan. Kesemua indikator itu, mestinya dipadukan oleh 
Pemerintah Daerah dalam suatu sistem produksi secara komprehensif, 
karena selama ini secara ekonomi masalah-masalah yang dihadapi oleh 
pemerintah maupun masyarakat sangat banyak dan bervariasi.  
Jika dirinci masalah dalam bidang ekonomi di Papua adalah, (1) 
transportasi dan komunikasi yang belum tertangani secara baik sehingga 
prasarana dan sarana ekonomi, sosial dan fasilitas publik lainnya tidak 
mampu menjamin mobilitas faktor-faktor produksi untuk meningkatkan 
produksi, distribusi dan pemasaran demi peningkatan pendapatan 
masyarakat; (2) kemampuan pendanaan dan pembiayaan pemerintah 
daerah yang terbatas diperhadapkan dengan tantangan wilayah (daratan) 
yang ekstrim sehingga menghambat penyelenggaraan pemerintahan, 
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pelaksanaan pembangunan serta pelayanan kepada masyarakat secara 
efektif dan efisien; (3) pemanfaatan dan penerapan teknologi pengolahan 
belum disesuaikan dengan kondisi dan potensi wilayah; (4) kapasitas 
sumberdaya manusia masih terbatas sehingga belum mampu berperan 
secara optimal dalam mengelola dan memanfaatkan sumberdaya alam 
yang dimiliki untuk mengembangkan kesejahteraannya; (5) pemanfaatan 
dan pengelolaan sumberdaya yang ada belum dilakukan secara sinergis 
saling mendukung dan saling melengkapi secara tepat seingga sering 
mengabaikan kelestarian lingkungan; (6) keterbatasan investasi yang 
dilatari oleh regulasi daerah dan birokrasi sering menghambat proses 
eksplorasi dan eksploitasi sumberdaya alam yang membutuhkan modal 
dan teknologi; (7) pelaksanaan pembangunan sering mengabaikan 
Rencana Tata Ruang Wilayah sehingga mengakibatkan kerusakan 
ekosistem; (8) aktivitas ekonomi yang berkembang belum difasilitasi 
secara optimal dengan penyediaan prasarana dan sarana, regulasi 
pendukung untuk mengembangkan pusat-pusat pertumbuhan baru, (9) 
penggunaan dana otonomi khusus masih bias, belum terfokus pada 
pembiayaan aspek-aspek yang tertuju pada pemberdayaan penduduk asli 
Papua. 
Di samping permasalahan di atas, terdapat juga permasalahan 
dalam hukum positif yang berlaku umum terkait dengan pengaturan 
pembagian Dana Alokasi Umum (DAU) dalam UU Nomor 33 Tahun 2004 
tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan 
Pemerintahan Daerah. DAU merupakan salah satu bentuk distribusi fiskal 
yang telahi diterapkan di Indonesia. yaitu sejak ditetapkannya UU Nomor 
25 Tahun 1999 dan telah dirubah dengan UU Nomor 33 Tahun 2004. 
Kebijakan DAU, pada hakekatnya dimaksudkan untuk menciptakan 
keadilan pembagian fiskal di antara Daerah (Provinsi dan 
Kabupaten/Kota) di Indonesia. Hal ini sesuai dengan pengertian DAU 
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yang merupakan dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang 
dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar 
daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan 
desentralisasi 25 . Oleh karena itu, indikator yang digunakan harus 
mempertimbangkan secara tepat kebutuhan daerah sesuai karakteristik 
masing-masing daerah yang berkepentingan. 
Di dalam Pasal 27 UU Nomor 33 Tahun 2004, dikemukakan 
bahwa keseluruhan DAU ditetapkan sekurang-kurangnya 26% dari 
Pendapatan Dalam Negeri Netto yang ditetapkan dalam APBN (ayat 1)26. 
Selanjutnya, DAU untuk suatu daerah dialokasikan atas dasar, (a) celah 
fiskal yaitu kebutuhan fiskal dikurangi dengan kapasitas fiskal daerah, dan 
(b) alokasi dasar yang dihitung berdasarkan jumlah gaji pegawai negeri 
sipil daerah (ayat 2, 3, dan 4). Pengaturan mengenai kebutuhan fiskal dan 
kapasitas fiskal, diatur dalam Pasal 28 yang menyatakan27: 
(1) Kebutuhan fiskal daerah merupakan kebutuhan pendanaan 
daerah untuk melaksanakan fungsi layanan dasar umum. 
(2) Setiap kebutuhan pendanaan sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) diukur secara berturut-turut dengan jumlah penduduk, 
luas wilayah, Indeks Kemahalan Konstruksi, Produk Domestik 
Regional Bruto perkapita dan Indeks Pembangunan Manusia. 
 
25 Pasal 1 angka 21 UU Nomor 33 Tahun 2004. 
26 Pendapatan Dalam Negeri Netto adalah penerimaan Negara yang berasal 
dari pajak dan bukan pajak setelah dikurangi dengan penerimaan Negara yang 
dibagihasilkan kepada daerah. Penjelasan Pasal 27 ayat (1) UU Nomor 33 Tahun 2004. 
 27 Dalam penjelasan Pasal 28 ini ditegaskan, yang dimaksud dengan layanan 
dasar publik antara lain adalah penyediaan layanan kesehatan dan pendidikan, penyediaan 
infrastruktur, dan pengentasan masyarakat dari kemiskinan. Jumlah penduduk merupakan 
variabel yang mencerminkan kebutuhan akan penyediaan layanan publik di setiap daerah. 
Indeks kemahalan konstruksi merupakan cerminan tingkat kesulitan geografis yang dinilai 
berdasarkan tingkat kelemahan harga prasarana fisik secara relatif antar daerah. Produk 
domestic regional bruto merupakan cerminan potensi dan aktivitas perekonomian suatu 
daerah yang dihitung berdasarkan total seluruh autput produksi kotor dalam suatu wilayah. 
Indeks pembangunan manusia merupakan variable yang mencerminkan tingkat pencapaian 
kesejahteraan penduduk atas layanan dasar di bidang pendidikan dan kesehatan. 
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(3) Kapasitas fiskal daerah merupakan sumber pendanaan daerah 
yang berasal dari PAD dan Dana Bagi Hasil di luar Dana 
Reboisasi. 
Demikian pula kebijakan Gubernur Papua dalam alokasi Dana 
Otonomi Khusus 20 % untuk Provinsi dan 80 % untuk Kabupaten/Kota 
sebagaimana telah ditegaskan pula dalam Perdasus Papua No. 25 tahun 
2013 tentang Pembagian Penerimaan dan Pengelolaan Keuangan Dana 
Otonomi Khusus, merupakan suatu kebijakan alokasi yang dalam tataran 
normatif dipandang rasional dan proporsional, namun kriteria dan tolok 
ukur atau besaran dana tersebut bagi daerah Kabupaten/Kota yang masih 
perlu dicari rumusan yang proporsional. Mengingat karakteristik daerah 
terutama di wilayah pegunungan dan pesisir Papua yang berbeda beda. 
Dengan demikian akumulasi atau keterpaduan antara DAU, DAK, serta 
Dana Otsus dapat disinergikan untuk membiyayai pembangunan yang 
pada gilirannya dapat mensejahterakan masyarakat terumata masyarakat 
asli Papua melalui konsep afermasi tanpa mengabaikan 
masyarakat/penduduk Papua secara keseluruhan.     
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